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* Menimbang : ‘bahwa dalam rangka pela.ksanaan Pendxdnkan Anak Usi . g\\

s Dini (PAUD) yang  terprogram, ecfektif ''dan ‘efisie; | Z59
dipandang perlu diselenggarakan dala.m bentuk Satu ‘:f
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Mengingat 1 Unda.ng-Undang Nomor 9 Ta.hun 1996 tentan, N

i Pembentukan Kotamadya Daergh Tingkat' 1I' Bekas (34/
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 07

Nomor 111, Tambahan Lcmbaran Negara chub' [/

Indonesia Nomor 3663); . Y
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tenta N

Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Ncgar
Republik Indonesia Nomor 4132);

()

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ‘Q

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Ncgaraw Ny
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan g\

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); @,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. B
Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara - Republik ﬁ
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan] QG5
Lembaran Negara Republik Indonesia’ Nomor 5587) -%_

7

O/ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ‘\fi
- Pengganti Undang-Undang Nomor ‘2. Tahun 2014] Q¥
& tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang oy )
= Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah| {2
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 @‘_‘\
2 - Nomor Bﬁ?G Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk 78
e Indonesia"Nomor 5589); - - G%};
e ' : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang o=
‘3 1 A Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negar oF
) L Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambah e
S=> | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449€ N
:;;) : sebagaimana telah = diubah dengan. . Peratur Q¥
::‘. T Pemerintah- Nomor'32:Tahun 2013 tentang Perubahan %24
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o 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 -tentangj g\
ot o o 8 : " Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pcmt;:nnfﬂh,' '%2
e Pemerintahan Daerah Provinsi dan . Pemerintahan} 4
o Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik ?@4
[, Indonesia Tahun 2007 'Nomor 82, Tambahan C"-
' ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); | ‘2N
S ‘7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun:2010 tentang :
BESSUSL e " Pengelolaan dan Penyelenggaraan = Pendidikan .-;‘7.
) (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2010} &5
of.... .. . . .. . Nomor 23, Tambahan .Lembaran Negara .Republik LD
[ Indonesia Nomor ‘5105), scbagaimana"telah diubab| Q)
' tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor (Y
: 17 Tahun . 2010- . tentang. - -Pengelolaan . -.dan S
Penyelenggaraan - ‘Pendidikan ‘(Lembaran - - Negara &\:;
Republik Indonesia Tahun'2010 Nomor'42 Tanibahan| QR
Lembaran Negara Reépublik Indonesia Nomor 5157); )
8. Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Republik :E,
Indonesia Nomor .58 Tahun 2009 tentang Stindar k
Pendidikan Anak Usia Dini; pad :
9. Peraturan Menteri Dalasii Negeri Nomor 1 Tahun 2014f QY
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berity l
~Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); [ 2
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomoi]
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikany
Anak Usia Dini; e ' ' '

11,Peraturan Daerah Kota ‘Bekasi Nomor 03 Tahun 200
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yan
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekas
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 200
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daer
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana te
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomo
06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratur:
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentan
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahu

i

b

2014 Nomor 10 Seri D). Y
Memperhatikan . 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 201 L.;_ .

2 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan [\;_,\
. b Jenjang;_Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonforma é,
T " < Informal dan PAUD di Kota Bekasi (Berita Dacrah Kot 2R

Bekasi Tahun 2014 Nomor 33 Seri E; y
A 2. Berita Acara Nomor 421.10/069/Dik.3/X/2015 Sf

tentang Verivikasi ljin Pendirian Satuan T "_
_:. Kanak-Kanak Islam As-Syafiiyah 02 tanggal 20| <\
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: MEMUTUSKAN: : A0
Menetapkan ' : | 6%
7)) | KESATU \ lzin Pendirian Kepada Satuan PAUD Taman Kanak- | (BN
A Kanak Islam As-Syafi'iyah 02 yang beralamat di Jl. Raya | @&
“.::o -~ Jatiwaringin No.81 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan “-}_
o Pondokgede Kota Bekasi. : Z
B2, | KEDUA . Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .Z,E;.-
O sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib | &5
L Je melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan ‘:gﬁ'
\‘!’"-) : melaporkan penyelenggara Kelapa Dinas Pendidikan Kota | QY
45 | Bekasi. i
Q& : PG 5 Z
=d | KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan | &
Ak | Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan | W
o= L ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian a\\:
RS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan | 2R
ﬁ; ditinjau kembali. ~
%o | KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan @f
i‘j‘ dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. k
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\._gj 7 ;j.;:,l
oW, \ |-
A e
G &
‘:___'-5_.{-_ Tembusan Yth.: 35?.',‘
{{J 1. D@rjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta; AR
Q% | 2- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung; Z/S
A% | 3. Walikota Bekasi (sebagai laporan); Yy
- | S| 4- Camat Pondokgede. ; L
‘ =~ © | 5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Pondokgede ' :‘E._
o7’ 1[4
Ry )
- 4
&S R R
L = »
"XQ !"';’a'
Y R
R o A
/2 ¥
N3 Y
v, * ...r 'I‘J ’
> | i
= Q)
- Y . 2
o5 1 o




